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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan penerbitan BPKB duplikat oleh Polri di Samsat Kota Medan masih belum terlaksana secara optimal. Meskipun prosedur administratif telah mengacu pada peraturan yang berlaku, namun dalam praktiknya masih ditemukan hambatan seperti kurangnya transparansi informasi, akuntabilitas yang lemah karena sistem pengaduan belum efektif, serta proses birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Keadaan ini mengindikasikan perlunya perbaikan menyeluruh untuk menjamin pelayanan publik yang baik dan terpercaya.
Kendala utama yang menghambat implementasi prinsip good governance adalah kompleksitas birokrasi, kurangnya penguatan teknologi informasi, dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia. Ketiadaan kanal pengaduan yang aktif dan transparan juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi layanan. Di sisi lain, belum semua petugas pelayanan memahami dan menerapkan prinsip good governance secara konsisten, sehingga kualitas pelayanan menjadi tidak merata.
Meskipun terdapat berbagai tantangan, langkah-langkah perbaikan telah mulai diterapkan, seperti digitalisasi layanan, pelatihan petugas, dan penyediaan informasi publik melalui media. Namun, diperlukan strategi yang lebih konkret, termasuk pengembangan sistem pengawasan, audit berkala, dan pelibatan masyarakat secara aktif. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
B. Saran
1) Bagi Polri dan Samsat Kota Medan: Perlu mengembangkan sistem pelayanan digital secara terpadu, memperluas kanal pengaduan publik yang mudah diakses, dan melaksanakan pelatihan berkala bagi petugas agar memahami prinsip-prinsip good governance dan etika pelayanan publik.
2) Bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Terkait: Disarankan memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, kebijakan anggaran, dan penguatan infrastruktur teknologi agar pelayanan administrasi kendaraan bermotor dapat berjalan efektif, efisien, dan transparan.
3) Bagi Masyarakat: Diharapkan aktif memahami prosedur resmi pengurusan BPKB duplikat serta berani menyampaikan aspirasi dan laporan apabila terdapat indikasi pelayanan yang tidak sesuai ketentuan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mengawasi dan mendorong perbaikan layanan publik.
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